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Abstrak 

 

Agung Pernandu/222016135/2023/Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi 

Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam 

Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Palembang (Studi Kasus Pada Kantor Wali Kota Palembang) 

 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimanakah pemanfaatan sistem 

informasi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia dalam 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota palembang. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian 

ini adalah sebanyak 30 responden. Sampel yang digunakan adalah sampling 

jenuh. Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah metode kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan 1) Menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan 

daerah terhadap kualitas laporan keuangan meningkat. 2) Menunjukkan bahwa 

kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan meningkat. 

 

Kata Kunci: Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kapasitas 

Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
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Abstract 

 

Agung Pernandu/222016135/2023/Analysis of the Use of Regional Financial 

Information Systems and Human Resource Capacity in Improving the Quality 

of Palembang City Regional Government Financial Reports (Case Study at the 

Palembang Mayor's Office) 

 

The aim of this research is to analyze how regional financial information systems 

and human resource capacity are utilized in improving the quality of Palembang 

city regional government financial reports. This research uses descriptive 

research. The population in this study was 30 respondents. The sample used was 

saturated sampling. The data used is primary data. The data collection method in 

this research is the questionnaire method. Based on the research results, it can be 

concluded 1) Shows that the use of regional financial information systems has 

increased the quality of financial reports. 2) Shows that human resource capacity 

for the quality of financial reports has increased. 

 

Keywords: Utilization of Regional Financial Information Systems, Human 

Resource Capacity, Quality of Regional Government Financial Reports. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi 

pemerintah, laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai 

sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan 

operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas 

dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya 

terhadap peraturan undang-undang. Lebih jauh, laporan keuangan pemerintah 

pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah 

kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik berasal dari pajak, retribusi, 

maupun transaksi lainnya. Jadi mengatur pengelolaan laporan keuangan 

pemerintah sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.  

walaupun laporan keuangan pemerintah berada pada akhir siklus pengelolaan 

keuangan negara, perannya amat vital sebagai wujud pertanggungjawaban 

pemerintah. 

Laporan keuangan yang berkualitas tentunya sangat diharapkan oleh 

para pemangku kepentingan. Oleh karenanya, perlu untuk menerjemahkan apa 

yang menjadi kriteria laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Menurut 

peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi 

pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang 

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat 
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dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah adalah 

media pemotret proses yang berjalan dari awal sampai akhir atas penggunaan 

uang rakyat. Mulai dari direncanakan, dianggarkan, sampai dibelanjakan, serta 

pengawasannya. Untuk itulah perlu adanya peningkatan peranan laporan 

keuangan dalam penyusunan siklus pengelolaan keuangan negara. Manfaat 

dari laporan keuangan sebagai sarana evaluasi kinerja dapat menjadi salah satu 

entry point untuk dapat meningkatkan peranan laporan keuangan. 

Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah 

suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah 

data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi 

yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan 

dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban 

pemerintah daerah (https://djpk.kemenkeu.go.id/sikd/). 

Sistem informasi Akuntansi pemerintah daerah mengacu pada 

peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 yang telah direvisi dengan 

peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 yang mewajibkan setiap 

pemerintah daerah menerapkan sistem informasi keuangan daerah dalam 

mengelola keuangan daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi 

keuangan daerah sangat dibutuhkan dalam menciptakan laporan keuangan 

yang berkualitas. Adapun untuk menghasilkan informasi keuangan yang baik 

dan benar, maka laporan keuangan harus disusun oleh orang-orang yang 

mumpuni dibidang tersebut. 

https://djpk.kemenkeu.go.id/sikd/
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Menurut Tjiptoherijanto dalam (Rioni & Saraswati, 2019) Untuk 

menilai kapasitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan 

suatu fungsi, termasuk akuntansi, hal ini dapat dilihat dari tingkat tanggung 

jawab dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab terlihat dari 

atau termasuk dalam deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah dasar 

untuk kinerja pekerjaan yang baik. Tanpa deskripsi pekerjaan yang jelas, 

sumber daya ini tidak dapat melakukan tugasnya dengan Baik. 

Afrianti (2011) Dalam (Wardani & Andriyani, 2017) menyatakan 

bahwa kapasitas sumber daya manusia adalah Kompetensi sumber daya 

Orang-orang untuk melakukan tugas Serta tanggung jawab mereka dengan 

pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang tepat. Kapasitas Sumber Daya 

Manusia adalah Keahlian Individu atau seseorang, organisasi (lembaga), atau 

sistem untuk Menjalankan fungsi atau wewenangnya guna tujuannya dicapai 

secara efektif dan efisien (Zuliarti, 2012 dalam Andrianto, 2017). 

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila telah sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Menurut 

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 disebutkan bahwa karakteristik 

laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat 

dipahami. Menurut karakteristik kualitatif PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan 

laporan keuangan adalah kriteria normatif yang harus ada pada laporan 

keuangan dengan tujuan pemenuhan kualitas laporan keuangan. 
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chairina & Wehartaty 

(2019) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.  Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Goo & Lamawitak (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan 

sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber 

daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah kabupaten Sikka. 

Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Kota 

dengan luas wilayah 400,61 km² ini dihuni oleh lebih dari 1,7 juta penduduk 

pada tahun Juni 2022. Kota Palembang juga kota terpadat dan terbesar di 

Sumatra Selatan. Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya 

(Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering 

Ilir) dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah metropolitan di 

Indonesia dengan kawasan yang disebut Patung raya Agung atau Palembang 

Raya. 

(Sri Rahayuningsih, 2022), Pemerintah Kota Palembang telah 

menggunakan sistem digitalisasi untuk semua transaksi, baik belanja maupun 

pendapatan. BPKAD selaku entitas akuntansi dan sekaligus sebagai entitas 

pelaporan keuangan Kota Palembang menggunakan sistem digital ini sesuai 

Keppres No.3/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan 

Digitalisasi Daerah. 
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Pemerintah kota Palembang memiliki kapasitas sumber daya manusia 

yang tinggi seperti contoh pemerintah daerah kota Palembang dari BKSDM 

gencar melakukan peningkatan kapasitas SDM  dengan program pendidikan 

dan pelatihan (diklat) pada jajaran pegawai pemerintahan daerah. 

Informasi dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi keuangan dari semua aspek ataupun dalam hal ini 

kelompok pengguna seperti investor, masyarakat, dan juga pemerintah. Proses 

pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sudah ditetapkan. Laporan 

keuangan pemerintah daerah kemudian akan disampaikan kepada DPRD dan 

masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Laporan keuangan pemerintah daerah yang dimaksud adalah Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 

Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu laporan keuangan yang disajikan 

pemerintah telah diungkapkan dengan wajar atau tidak yaitu dengan melihat 

hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 

RI setiap tahunnya. Ada 4 (empat) opini yang diberikan, yakni Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar 

(TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini tertinggi yang 

mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dan 

berkualitas adalah opini WTP. 
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Opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan dapat meningkatkan 

kepercayaan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk meyakini 

informasi yang tercantum di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

tersebut. Pemberian opini BPK RI, khususnya opini WTP diungkapkan oleh 

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, menjelaskan jika melihat perjalanan 

Indonesia di dalam membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara 

akuntabel, transfaran, bertanggungjawab dan tentu berharap tidak hanya 

sekadar dari sisi status hasil audit BPK-nya WTP. Namun, yang sama penting 

bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat bagi instrumen keuangan 

negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa. 

(https://bisnis.tempo.co/read/1637154/peraih-opini-wtp-makin-banyak-sri-

mulyani-pencapaian-luar-biasa-di-tengah-pandemi). 

Pemerintah Kota Palembang mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Provinsi 

Sumatra Selatan atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 

2021, pada 11 Mei 2022 lalu (https://www.rmolsumsel.id/opini-wtp-12-kali-

berturut-jadi-kamuflase-sistem-penganggaran-yang-kusut-bagian-pertama). 

Kenyataannya, kota palembang yang telah meraih Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut sejak tahun 2012 hingga 

2021, mengalami penurunan prestasi pada Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah tahun 2022. Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) Sumatera Selatan, Kota Palembang kali ini mendapatkan 

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

https://bisnis.tempo.co/read/1637154/peraih-opini-wtp-makin-banyak-sri-mulyani-pencapaian-luar-biasa-di-tengah-pandemi
https://bisnis.tempo.co/read/1637154/peraih-opini-wtp-makin-banyak-sri-mulyani-pencapaian-luar-biasa-di-tengah-pandemi
https://www.rmolsumsel.id/opini-wtp-12-kali-berturut-jadi-kamuflase-sistem-penganggaran-yang-kusut-bagian-pertama
https://www.rmolsumsel.id/opini-wtp-12-kali-berturut-jadi-kamuflase-sistem-penganggaran-yang-kusut-bagian-pertama
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(https://www.sumselindependen.com/lhp-bpk-temukan-penyimpangan-dan-

ketidakefektifan-palembang-gagal-raih-wtp/). 

Menurut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama usai 

menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD dan 

Walikota Palembang pada Rabu (31/5/2023) Berdasarkan pemeriksaan yang 

telah dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang, BPK 

memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian. 

Selain opini atas laporan keuangan, BPK juga menyampaikan 

beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, agar tidak terulang 

kembali dimasa yang akan datang dan mempengaruhi opini atas laporan 

keuangan, Diantara permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat 

perhatian bersama tersebut, dijelaskan Andri, yakni klasifikasi penganggaran 

belanja barang dan jasa, serta belanja modal pada 28 SKPD tidak tepat, 

pengadaan Meubelair SD dan SMP Negeri pada Dinas Pendidikan tidak sesuai 

ketentuan, kekurangan volume atas 49 paket pekerjaan pada delapan SKPD, 

kekurangan Kas di Bendahara Pengeluaran pada empat SKPD, penetapan 

kenaikan besaran Tunjangan Transportasi dan Perumahan Anggota DPRD 

tidak sesuai ketentuan dan 17 paket pekerjaan Belanja Modal dan satu paket 

Pekerjaan Belanja Hibah pada tiga SKPD terlambat dan belum dikenakan 

denda keterlambatan. (https://sumsel.bpk.go.id/2023/05/31/opini-palembang-

turun-jadi-wdp-walikota-jadikan-motivasi/). 

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan per 

31 Desember 2022, Pemerintah Kota Palembang menyajikan Belanja Modal 

https://www.sumselindependen.com/lhp-bpk-temukan-penyimpangan-dan-ketidakefektifan-palembang-gagal-raih-wtp/
https://www.sumselindependen.com/lhp-bpk-temukan-penyimpangan-dan-ketidakefektifan-palembang-gagal-raih-wtp/
https://sumsel.bpk.go.id/2023/05/31/opini-palembang-turun-jadi-wdp-walikota-jadikan-motivasi/
https://sumsel.bpk.go.id/2023/05/31/opini-palembang-turun-jadi-wdp-walikota-jadikan-motivasi/
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Peralatan dan Mesin sebesar Rp104.681.006.586,00. Hasil pemeriksaan atas 

proses pengadaan meubelair pada Dinas Pendidikan menunjukkan terdapat 

indikasi pengaturan harga, spesifikasi diarahkan kepada produk dan rekanan 

tertentu, serta pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak mengakibatkan 

kelebihan pembayaran sebesar Rp6.042.678.770,00. Selain itu, pada Catatan 

atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Palembang menyajikan Belanja 

Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp855.846.707.797,00. Hasil 

pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan menunjukkan terdapat penyimpangan 

dan ketidakefektifan sistem pengendalian intern yang mendasar, yaitu usulan 

kegiatan tidak diverifikasi secara memadai dan pemaketan pekerjaan tidak 

memadai, pemilihan penyedia yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, 

pengawasan kegiatan yang tidak melibatkan konsultan sebagai pengawas 

eksternal, dan kekurangan volume pekerjaan atas 211 paket pekerjaan yang 

mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp16.611.095.602,52.  

Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan pengembalian ke 

Kas Daerah sebesar Rp8.085.121.324,96 dan telah dilakukan koreksi Aset 

Tetap di Neraca sebesar Rp12.633.156.515,20. Apabila nilai Belanja Modal 

yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan nilai Aset Tetap yang 

disajikan dalam Neraca disesuaikan, maka nilai Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin akan berkurang sebesar Rp6.042.678.770,00, nilai Belanja Modal Jalan, 

Irigasi, dan Jaringan akan berkurang sebesar Rp16.611.095.602,52, serta Aset 

Tetap akan berkurang sebesar Rp10.020.617.857,32. 
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Sistem informasi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia 

yang memadai belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal. 

Masalah-masalah yang ditemukan oleh pihak BPK dalam laporan keuangan 

pemerintah seperti ketidakpatuhan, ketidakhematan, ketidakefisienan, 

ketidakefektifan, Sistem Informasi Keuangan, Sumber Daya Manusia dalam 

Pelaporan Keuangan temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan 

sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah 

daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu 

keandalan.  

Oleh karena itu, dengan melihat temuan BPK tentang kelemahan 

sistem informasi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia 

tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah memerlukan 

perbaikan pada sistem informasi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya 

manusia dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. 

Berikut opini BPK Perwakilan Provinsi Sumsel terhadap LKPD Kota 

Palembang Tahun 2018-2022. 

Tabel I.1 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel 

terhadap LKPD Kota Palembang Tahun 2018-2022 

Tahun Opini BPK 

2018 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2019 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2020 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2021 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2022 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

Sumber : https://sumsel.bpk.go.id 

https://sumsel.bpk.go.id/
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Dari tabel I.1 dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Palembang 

mendapatkan penurunan opini dari BPK yaitu Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP). Opini WDP yang diperoleh Pemerintah daerah Kota Palembang dari 

BPK Perwakilan Sumatra Selatan menjadi fenomena yang sangat menarik 

perhatian penulis untuk meneliti bentuk bagaimana Pemanfaatan Sistem 

Informasi yang digunakan, dan kapasitas sumber daya manusianya. 

Tabel I.2 

Survei Pendahuluan 

Nama Instansi Hasil Survei 

Kantor Wali Kota 

Palembang, Jl. Merdeka 

No.1, 22 Ilir, Bukit 

Kecil, Kota Palembang, 

Sumatera Selatan, 30113 

Dari hasil survei di Kantor Wali Kota 

Palembang, salah satu tugas pokok dan fungsi 

yaitu melakukan analisis pada pemanfaatan 

sistem informasi keuangan, kapasitas sumber 

daya manusia (SDM), dan kualitas laporan 

keuangan pemerintah. Namun masih kurangnya 

proaktif, yakni mengalami tindakan pada 

sumber daya manusia (SDM) dengan indikator 

pendidikan dan pengalaman yang tidak sesuai 

dengan bidangnya dari latar belakang 

pendidikan sehingga dapat mereduksi atau 

menurunnya kualitas laporan keuangan secara 

langsung maupun tidak, dan tindakan-tindakan 

yang dapat mereduksi kualitas laporan 

keuangan. 

       Sumber : Data yang diolah, 2023 

Apabila informasi sementara ini benar, berarti berbagai bentuk 

komunikasi selama ini dikembangkan kurang memberi manfaat. Memang 

berbagai informasi yang dibangun tersebut sifatnya saling mendukung, tidak 
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mungkin ada berdiri sendiri. Dengan latar belakang di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemanfaatan 

Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Palembang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan 

diteliti dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimanakah Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam 

Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Palembang? 

2. Bagaimanakah Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, yang menjadi 

tujuan dalam penelitian ini sbb : 

1. Untuk menganalisis Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah. 

2. Untuk menganalisis Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam 

Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Palembang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Semoga penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis 

pada bidang akuntansi sektor publik, dan Dalam proses penelitian ini, 

penulis dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan akademik 

penulis. Menambahkan kepercayaan diri, dan sungguh merupakan prestasi 

besar yang memerlukan ketekunan dan usaha yang keras untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 

2. Manfaat Bagi Tempat Penelitian 

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Palembang. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan, informasi 

yang disajikan akan lebih jelas, lengkap, dan dapat dipahami. Pengambilan 

Keputusan yang Lebih Baik di tingkat pemerintahan, seperti Walikota, 

anggota dewan, dan manajemen pemerintah daerah. 

3. Manfaat Bagi Almamater 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat membantu teman-teman 

mahasiswa lain yang sedang melakukan penelitian yang sama dan menjadi 

referensi bagi semua, serta dapat menjadi pegangan bagi penulis di masa 

depan nanti. 
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